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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

FERATURAN GURERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG

FEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
FUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang | & bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah heberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2013, Pemerintah Dacrah mempunyai kewenangan pendataan
dan pengelalaan data Jaminan Sosial;

b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1} Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial,
Pemerintal Daerah berkewajiban melaksanakan identifikasi
warga miskin secara perindik melalui kegiatan pendataan dan
penetapan warga miskin;

c. bahwa dalem rangka pelaksanaan pendataan dan pengelalaan
data Fakir Miskin sebapgaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu dibentuk Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huru’ b dan huruf ¢, pedu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Pusal Data dan Informasi Jaminan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daesrah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Thukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahiteraan
Sosial;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Falar Miskin;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahban
Dacrah scbagaimana telah beberapa kall diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penvelengoaraan Kesejahteraan Sosial;

Peratuiran  Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016
tentang Perangkal Dagrab Provins: Deacrah Khusus lbukota

Jakarta;

Peraturan [Daerah Nomor 4 2 Taaun 2013 lentang
Kesejahterann Sosial;

Peratuiran Daerah Noemaor 5 Tanun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah  Provinsi
Daecrah Khusus [bukota Jakarta;

Peraturan  Gubermur Nomer 20 Tshun 2018  tentang
Organisast dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMEBENTUEKAN, ORGANISASBI
DAN TATA KERIA PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN
SQSIAL,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Guhernur ini yang dimaksud denpan ;
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Dacrah adalah Provinsl Daerah Khusus Thukota Jakarta,

Pemerintah Daerah adalah Gubemur dan Perangkat Daerah
sebagal unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Gubernur adalah Kepala Dacrah Provinst Daerah Khusus
lbukata Jakarta,

Dinas Soswal vang selanjutnya disebus Dinas adalah Dinas
Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah
Khusus Ibukow Jakarta.
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Pusat Data dan Informasi Jaminan Sosial yang selanjulnya
disebint Pusdatin Jamsos adalah Pusat Data dan Informasi
Jaminan Sosial Dinas Sosial.

Kepala Pusdatin adalah Kepala Pusar Data dan Informasi
Jaminan Sosial Dinas Sosial.

Peranglkat DPaerah yang selanjulnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Provinsi Dacrah Khusus [huketa Jdakarta,

Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya  disinglat
UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinal PD.

Pegawal Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil
dan pegawal pemerintah dengan  perjanjian  Kerja vang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan discrahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau dizerahi tugas
negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangarn.

Pepawai Neperi Sipil adalah warga nepara Indonesia yang
memenuhl syarat tertentu, diangkat sebagal pegawai Aparatur
Sipitl Nepara secara letap oleh pejabat pembina kepegawalan
untuk mendudulki jabatan pemerintahan.

Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga
Negara Indonesia yang memenuhl syarat  tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Fakir miskin adalah orang vang sama sekali lidak mempunyai
sumber mata pencahanan danfatau mempunvai sumber
mata  pencaharian  tetapt tidak mempunyai kemampuan
mementthi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan
dirmva dan /atau keluarganya,

Ohrang Tidak Mampu adalah orang yvang mempunyai sumber
mata pencahanan, gaj dan/atau upeh, yang hanya mampu
remenhl Kebuluhan dasar vang lavek namun tidak mampu
membayar luran bagi dirinya dan keluarganya.

Bunluan sesial berupa wang wang terencana dan
diprogramkan olch Pemerintah Daerah adalah bantuan sosial
berupa uang yang terencana dan diprogramkan dalam
Peraturan Gubernmar,

BaB Il
PEMBENTURAN
Pasal 2

Dengan Peraturan (fubernur ird dibentuk Pusdatin Jamsos.
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EaB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FLUNCGS]T
Pasal 3

Pusdatin Jamsos merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas
dadam pengelolaan data dan sistem informast fakis miskin dan
crang lidak mampu.

Pusdatin Jamsos dipimpin oleh seorang Kepala Pusdatin vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 4

Pusdatin Jamsos mempunyal  tugsas  menyelenggarakan
pengumpulan, pengolahan, penvajian data serta pengelolaan
sistem informasi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Untak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], Pusdatin Jamses menyelenggarakan [ungs::

A, penyusunan bahan dan pelaksanaan rencana strategis
Dinas sesual dengan linglkup tugasnya;

b. penyusunan rencans kerja dan anggaran dan pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin Jamsaos;

£, penyusunan podoman, standar dan prosedur Pusdatin
Jamsos sesuai dengan lingkuap tagasnya;

d. pelaksanaan pendataan, verifikasi dan pemeringkaran data
fakir miskin dan orang tidak mampu;

e. pelaksanaan pemutakhiran data fakir miskin dan orang
tidak mampu;

f. pengelolaan sistem informasi data fakir miskin dan orang
ldak mampa;

g

. pengolahan, penyviapan dan penyajian data fakir miskin dan
nrang ridak mermptl;

h. pelaksanaan keordinasi pemanfaatan data fakir miskin dan
orang tidak mampu;

1. penyediaan data fakir miskin dan vrang tidak mampu calon
penerima bantuan sosial berupa vwang yang terencana dan
diprogramkan oleh Pemierintah Daerah;

J. pelaksanaan monitoring dan evalussi capaian; perkembanpan
kelompok sasaran program penangeulangan kemiskinan;

k, pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdatin
JATIS0E S

. pengelolaan ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Pusdatin
JAMSEN&!
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m. pengelolasn  kKearsipan  data dan mformasi Pusdatin
Jamsos;

n. pelaksanaan  pengelolaan  leknologh milormas:  Pusdatin
Jamsos!

0. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdatin Jamsos;

p. pelaksanaan  publikast kegiatan dan pengaturan acara
Pusdatin Jamsos;

(. pelaporan dan pestanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Pusdatin Jamses; dan

r. pelapuoran dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Pusdatin Jamsos,

BAB IV
ORGANISAS]
Baplan Kesatu
Susunan Organisasi
Puasal 5
Susunan organisast Pusdatin Jamsos terdin dari ;

A, Mepala Pusdating

b. Subbagian Tala Usaha;

c. Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data;
d. Saluan Pelaksana Pengelolaan Sistem Intormasi,

e. Satuan Pelaksana Layanan dan Pengaduan; dan

f. Bubkelompok Jabatan Fungsional,

Bapan Susunan Organisast Pusdatin Jamsos sebapgaimana
tercanlum dalam Lampiran Peraluran Guberoar ini.

Bagian Kedua
Kepala Pusdatin

Pasal 6

Eepala Pusdatin mempunya tugas :

.

memimpin  dan mengoordinasikan pelaksanaan  tugas dan
fungsi Pusdatin Jamsos;

mengoordinasikan  pelaksanaan  tugas  Subbagian,  Satuan
Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD/UKPD
dan/atau instansi pemerintab fswasia dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Jamsos ; dan



d. melaporkan dan mempertangmungjawabkan pelaksanaan tugns
dan fungs Pasdarin Jamsos

Bagan Keliga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

(L] Subbagian Tara Usaha merapakan Satwan Keoa Stal dalam
pelaksanaan administrasi Pusdatin Jamsos.

(21 Subbagian Tata Usaba  dipimpin  olch  seorang Kepala
Subbagian vanp berdedudoekan di bawah dan bertanggung
jawah kepada Kepala Pusdaun.

(3] Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas

a. nenyusun  baban dan melaksanakan rencana strategis
Dinas sesual dengan lingkup tugasnva;

. menyusiin  bahan rencana kerja dan angparan dan
metaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdalin
Jamsos;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas
sesuad dengan linghup tugasnya;

c. mengoordinasikan rencana kerja dan anggaran Pusdatin
Jamsos sesuai dengan lingkap tagasrya;

e, menyusun  bakan  pedoman, standar dan prosedur
Pusdatin Jarnsos sesual denpan lingkup tugasnya;

Ioomengoordinasikan penyusunan pedoman, standar dan
prosedur Pusdatin Jamsos;

g melaksanakan morotoring, pengendaban dan  evaluyasi
pelaksanaan TENCAnH slrategs surta doumen
pelaksanaan angearan Pusdacin Jamsos;

. melaksanakan penpgelolaan kepegawaian, kevangan dan
barang Pusdatin Jamsos:

1o melaksanadloan keglatan ketatausahaan dan kerumahlanggaan
Puasdatin Jamsos;

1. melaksanakan publikasi keglatan dan pengsturan acara
Pusdabin Jamsos;

k. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan
clan perawalan prasarana dan sarana kera Pusdatin
Jamsos;

melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusdatn
Jamsos;

m, melaksanalcan pengelolaan kearsipan data dan informasi
Pusdatin Jamsos;



n. metaksarakan paheritnaan, penatausahaan, penvetoran
dan pelaporan penerimaan retribusi Pusdatin Jamsos;

0. mengoordinasigan penvusunan laporan Keuangan, kinerja
dan kegiatan serta akuntabilitas Pusdartin Jamsos;

p. meclaporkan dar mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tagas Subbagiar Tata Usaha.

Bagian keempat
Saman Pelaksana Pengumpulan dan Pengolaban Data
Pasal 8

(1] Satuan  Pelaksana Pengumpulan dan  Pengolahan  Data
merupakan satuan kerja lini dalam pelaksanaan pendataan,
verifikasi, pemeringkatar dan pemutakhiran dats [akir miskin
dan orang tidak mamp.

(2] Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Saluan
Pelaksana yvang berkedudulkan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Pusdatin.

(3] HKepala Satuan  Peluksana scbagaimana  dimaksud  pada
avat |2} buken jabatan struktural,

(4] Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud  pada
avat (2] diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas
usid Kepala Pusdatin,

[#] Satan  Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Dara
Memnpunyal LUgas -

a: menyusun  bahan dan melaksanakan rencana slrategis
Dinas sesual dengan lingkup lusasnya;

b. menyusun bahan rencana kerja dan anggaran dan
melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdatin
Jamsos;

. menyusun baban pedoman, standar dan prosedur teknis
pelaksanean  pendataan, verifikasi, pemeringkatan  dan
pemutakchiran data faldr miskin dan orang tdalk mampu;

d. melaksarakan kegiatan pendaliaran penduduk miskin
daecrah;

e. melaltsanakan pendatagn dala fakir miskin dan orang
tidak mampu,

. melaksanakan verifikasi data fakir miskin dan orang Hdak
MIEm ]

g. meclaksanakan pemeringkatan data fakir miskin dan orang
tidak mampi;

h, melaksanakan pemurakhiran data [akir miskin dan orang
tdak mampu;

I. menerime pengajuan usilan tertulis bantuan sosial berupa
uang yang terencana dan diprogramkan oleh Pemerintah
Daerah:
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J. evahuasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayvakan
usulan tertulis bantuan sosial berupa nang yang terencana
dan diprogramkan oich Pemerintah Daersh:

k. melaksanakan Kerja sama, koordinasi dan kemitraan
dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta, masvaralat
dan/atau pemangku kepentingan lainnya lerkait dengan
pendataan, venfikasi, pemeringkatar dan pemutakhiran
data penduduk miskin daerah; dan

I melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas Satuan Pelaksana Pengumpuian dan Penpolahan
Data.

Bagian Kelima
Saran Peiaksana Peneelolaan Sistem Informasi
Pasal 9

satuan Pelaksana Pengelolasn Sistem  Informas: meripakan
satuan Kerja Lo dalam pelaksanaan pengelolaan sistem
informeasi lakir miskin dan orang ridak marmpu.

satnan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satan
Pelakssana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawalb kepada Kepala Pusdatin Jamsos,

Kepala Satuan Pelaksana schagaimana dimaksud pada
avat (2] bukan jabatan struktural.

Kepala Satuan Peluksana sebagaimana dimaksud  pada
avat (2} diangkal dan diberhentikan olch Kepala Dinas atas
usul Kepala Pusdalin Jamsos.

Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai
tugas :

g, menyusun baban dan melaksanakan rencana strategis
Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya:

b, menyusun bahan rencana  kerja  dan anggaran  dan
melaksanakan dokumen pelaksanaan angearan Pusdatin
Jamsos ;

¢, menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis
Pusdatin Jamsos sesuai dengan lingkup lugasnva;

d. menyusun rancang bangun sistem informasi dala fakir
miskin dan orang ridak mampu;

e. membangun, mengelola, dan mengembangkan  sistem
ininrmasi data fakir miskin dan orang tidak A 5]

. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Dacrah vang
bertanggung jawab di bidang  komunikasi, informatika
dan statistik  dalam merancang, membangun dan
mengembangkan sistem informasi [akir miskin dan Orang
tidak mampu;
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g. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah,
mstansi  Pemerintah/swasta  lain  dalam  mengelola/
mengintegrasikan dan mengembanegkan sistem informasi
fakir miskin dan ocrang tidak mampu; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
lugas Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi.

Haman Keenam
satuan Pelaksana Layanan dan Pengaduan
Pasal 10

Satuan Pelaksana Layanan dan Pengaduan merupakan Satuan
Kerja Lini dalam pelaksanaan penyiapan dan penyajian data
fakir miskin dan orang tidak mampu serta penyediaan data
calon penerima bantuan sosial berupa Jang vang lerencana
dan diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.

satuan  Pelaksana dipimpin oleh  seorang Kepala Saraan
Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Pusdatin Jamsos.

Kepaln  Satan  Pelaksana  schagaimana  dinaksud  pada
ayat {2} bukan jabatan struktural,

kepala Saruan  Pelaksana  sebagaimana  dimaksud  pada
ayal [2) diangkat dan diberhentikan oleh Eepala Dinas atas
tisul Kepala Pusdatin Jamsos.

Satuan Pelaksana Lavanan dan Pengaduan mempunyal tugas ;

. menyusun  bahan dan melaksanakan rencana strategis
Dinas sesuwat dengan lingkup tugasnya;

b. menyisun bahan rencana kerja dan anpgparan dan
melaksanakan dokumen pelaksanasn angearan Pusdatin
Jarmsos;

c. menyusun bazhar pecoman, standar dan prosedur teknis
Plsdatin Jamsos sesuai dengan ingkop tupasnva;

. menyajikan data fakir miskin dan crang tidak mampuy;

e. mengolah dan menyiapkan data fakir miskin dan prang
Hdak mampu dalam rangka penetapan sasaran program
penanggulangan kemiskinan daerah;

[. mengoordinasikan pemanfaalan data fakir miskin dan
arang lidalk mampu dalam propram penangpulangan
kemiskinan dacrah;

g, mengolah dan menyiapkan data fak'r miskin dan grang
tdak mampu dalam rangka pengusulan anggaran bantuan
sosisl berupa uang yang terencana dan diprogrambkan oleh
Pemerfintah Daerah;
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h. mengplah, verifikas! dan menviapkan data lakir miskin dan
orang tidak mampu dalam rangka penetapan  daftar
penenma danfatau penyaluran bantuan sosial  berupa
uang yvang lerencana dan diprogramban oleh Pemerintah
Daerah:

.. melaksanakan kerja sama, koordinasi dan kemitrasn
dengan FOAUKPD, fnstarnsi pemerintah, SWEsla,
masyarakat danfatau pemangkiu  kepentingan lainnva
terkail dengan pelaktsanaan penyiapan dan penvajian data
fakir miskin dan orang tidak mampu;

melayani, memproses dan  menvelesaikan  pengaduan
masyatrakat;

k. manitoring  dan  evaluasi pengpunasn data data  fakir
miskin  dan orang lGdak mampu  dalam  program
penanggulangan kemiskinan daerah; dan

L melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tiugas Satuan Pelaksana Layanan dan Pengaduan.

Bagian Ketujuh
Subkelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Pusdatin Jamsos dapat mempunyai Subkelompok Jabatan
Frngsional.

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
melaksandkan tugas dalam susunan organisasi struktural
Pusdatin .lamsos

Pasal 12

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi
Pejabal  Fungsional, dibentuk  Subkeclompek  Jabatan
Fungsional Pusdatin Jamsos sebagai bagian dar Kelampok
Jabatan Fungsional Diras.

Subkelompok  Jabuatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), dipimpin oleh sceorang Ketua Subkelompolk
Jabatan  Fungsional vang  berkedudukan di bawah  dan
bertanggung jawab kepada Kepala Pusdatin.

Retia  Subkelompek  Jabatan  Fungsional  scbhagaimana
dimaksud pada ayat (2), diangkal dan diberhentikan oleh
kepala Dinas atas usul Kepala Pusdatin dari pejabar fungsional
vang berkompeten dan Lerintegritas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdatin
Jamsos diatur dengan Peraturan (Gubernur sebagal bagian dari
pengaturan  Jabatan  Fungsional  Dinas  sesual dengan
Kelenluan perataran perundang-undangan.
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BaB W
TATA KERJA
Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan ‘ugas dan fungsinva Pusdatin Jamsos
herpedoman pada ketentian peraturan perundang-undangan,

(2} kepala Pusdatin menpembangkan koordinasi dan kerja sama
dengan ZD/UKPD, Instansi Pemcrintah/swasta  dan
masydarakar  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  dan
memperlancar pelaksanazan tugas dan lungsi Pusdatin Jamses.

Pasal 14

kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan
Pelaksana  dan  Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
melaksanakan tugas masing-masing scsunl dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasat 15

{1} Kepala Pusdatin, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan
Pelaksana dan hetua Subkelompok Jsbatan Fungsional pada
Pusdatin Jamsos memimpin, mengoordinasikan, memberikan
bimbingan, memberikan  peltunjulke  pelaksanaan  lugas,
membing dan menilai Kinerja bawahan masing-masing.

(2] Kepala Pusdatin, kepala Subbagian, para Kepala Saluan
Pelaksana, Ketua Subkelempok Jabatan Fungsional serla
Pegawail pada Pusdatin Jamsos mengikuli dan memarhi
perintah  kedinasan atasan  masing-masing  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang undangan,

Pazsal 16

Kepala Pusdstin, Kepala BSubbagian, para Kepala Satuan
Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabalan Fungsional pada
Pusdatin Jamsos mengawasl dan mengendalitan pelaksanaan
tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah
vang diperlukan  apabila menemukan adanya penvimpanpan
danatan indikasl penyimpangan.

Pasal 17

(1] hepaia Pusdatin, Kepala SBubbagian, dan para Kepala Satuan
Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan
Pegawai pada Pusdatin Jamsos, menyampaikan laporan dan
Kendala pelaksanaan tupas kepada atasan masing-masing
sesual dengan ketentian peraluran perundang-undangan.

(2] Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menindaklanjuli dan menjadikan laporan  yang
diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuad dengan
kewenangan masing-masing.
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Pasgal 18

(1) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jalkarta
melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pembinaan
kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan  dan reformasi
birokrasi terhadap Pusdatin Jamsos sebagai bagian dari
pembinaan  kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan  dan
reformasi birokrasi Dinas.

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
EETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19
hetentuan mengenal kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan
akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Feraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan i Jakarta
pada tanggal 16 Oltober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd
. . ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tangeal 18 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBURKOTA JAKARTA,

ttd
SAEFULLAH

RITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 28 NOMOR G2042

Salingn sesuai dengan aslinya
KREFPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
FROVINSI DAERAH K : S IBUKOTA JAKARTA,

Y AYAN YUHANAH
NIP 19650824 1994032003



Lampiran : Peraturan Guberniur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jalkarts
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Tanggal 18 Oktober 2018
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IBUKOTA JAKARTA,
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ANIES BASWEDAN



